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A. PENDAHULUAN

1.

2.

Dasar Hukum

a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah

b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063).

d. Permenkes RI No.71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Gambaran Umum

Hipertensi merupakan penyakit yang sudah menyebabkan kematian sekitar
8 juta orang dan kejadian di Asia Tenggara setiap tahunnya mencapai 1,5 juta
kematian, dimana sepertiga populasinya menderita Hipertensi. Berdasarkan
Riskesdas tahun 2018 prevalensi Hipertensi di Indonesia pada penduduk umur 18
tahun ke atas sebesar 34,11% (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi merupakan salah satu indikator dari
12 indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal
1 Januari 20109.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah

penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai



standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator SPM bidang
kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita Hipertensi mempunyai target 100% yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita
Hipertensi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya akan
mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai
program atau kegiatan dalam SPM bidang Kesehatan melalui perencanaan anggaran, serta
melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat

di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1.

Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi tahun

anggaran 2023.

Tujuan Khusus:

1. Mendukung pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan khususnya untuk pelayanan
kesehatan penderita Hipertensi tahun 2023.

2. Meningkatkan upaya deteksi dini PTM melalui pelayanan kesehatan pada penderita
Hipertensi.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer PTM Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita

Hipertensi adalah masyarakat usia > 15 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1.

Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
diantaranya melalui : pertemuan koordinasi programer PTM Puskesmas, pelayanan
deteksi dini PTM di masyakarat, dan pengadaan sarana untuk mendukung pelayanan
kesehatan pada penderita hipertensi.

Pendataan sasaran : masyarakat usia > 15 tahun yang berada di wilayah Kabupaten
Batang.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi diselenggarakan pada
kurun waktu Januari — November tahun 2023

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi akan

dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.



F. SUMBER ANGGARAN
Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
bersumber dari APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar
Rp. 264.785.000,-

Batang, 02 Januari 2023
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